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PUTUSAN
Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.TA

AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

GUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan swasta, tempat kediaman di
DUSUN i, , Kabupaten Tulungagung,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI SUMARNO,
S.H. dan TITO ARYA SUMARLIN, S.H. advokat/penasehat
hukum vyang beralamat di J. ..., ,
Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat
email titoaryash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tanggal 05 September 2024, dan telah terdaftar
pada Kepaniteraan Nomor 1871/kuasa/10/2024 Tanggal
08 Oktober 2024, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan swasta, tempat kediaman di
DUSUN i , Kabupaten Tulungagung,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor
1924/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 08 Oktober 2024 , mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dengan Tergugat Adalah Pasangan Suami Isteri

Yang Melangsungkan Pernikahan Yang Sah Dihadapan Pegawai
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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etelah Menikah Penggugat Dengan Tergugat Bertempat
di Rumah Penggugat yang berlamat di

................................. , Kabupaten Tulungagung dan Telah
pungan Layaknya Suami Isteri (Ba'dadukhul) namun belum

4. Bahwa setelah pernikahan Rumah Tangga Penggugat Dengan
Tergugat Dijalani tidak Baik-Baik Saja dimana 2 (minggu) usia
pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), hingga membuat Penggugat trauma dan
menyebabkan Penggugat depresi sampai orangtua Penggugat
membawanya ke Rumah Sakit guna memeriksakan kesehatannya di
Rumah Sakit.

5. Bahwa karena perselisihan dan KDRT hingga puncak permasalahan
terjadi pada bulan September 2024 dimana Tergugat meninggalkan
tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di
DUSUN ..o, , Kabupaten Tulungagung.

6. Bahwa atas dasar KDRT tersebut antara Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah lahir maupun batin selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan
tidak ada komunikasi lagi.

7. Bahwa Pihak Keluarga Juga Telah Berusaha Untuk Merukunkan
Kembali Antara Penggugat Dan Tergugat Namun Tidak Berhasil.

8. Bahwa Atas Sikap Atau Perbuatan Tergugat Tersebut, Penggugat
Merasa Sangat Menderita Lahir Maupun Batin, Oleh Karenanya
Penggugat Menganggap Tergugat Adalah Suami Yang Tidak
Bertanggungjawab Dan Rumah Tangganya Yang Dibina Untuk Mencapai
Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawadah Dan Warohmah Tidak Tercapai
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Bahwa ~

ketua pEﬂ dilan agama Tulungagung untuk berkenan memanggil dan

, gabulkan gugatan Penggugat ;

(#enjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut

Hukum.

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan
asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 September 2024, kemudian surat kuasa
tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Penggugat
pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian
setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil

surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat telah menyerahkan pula asli
surat gugatan Penggugat dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk
beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan
dokumen yang diupload oleh Penggugat pada aplikasi e-Court, dan telah
diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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dl ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
grkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

jells Hakim sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
idangan;

glanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu
gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap

adir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ....................... , NIK :
....................... , tanggal 25-01-2024, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim,
Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor @ .........cccccciiiieinnnnnn. , tanggal
02 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh kepala KUA ......cccccccciiiiiiiiiiiiinns
Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan industrti,
bertempat tinggal di Dusun ..........cccocceeevviinnnnn. Kabupaten Tulungagung,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
orangtua kandung Penggugat;
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- B#hwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat

4

gertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak serumah lagi sejak September 2024 dimana Tergugat
meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah
orangtua Tergugat;

- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selainnya;

Saksi 2, Saksi Il, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di DusSUN ...........ccooeeeiiiiiiiennn. Kabupaten Tulungagung,

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
Penggugat adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat namun belum
dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi pertengkaran sejak 2 (minggu) usia pernikahan;

- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat betengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- Bahwa saksi tahu Tergugat juga sudah mengusir Penggugat;
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eingat saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
ggal sejak/selama September 2024 dimana Tergugat
an  tempat kediaman bersama dan pulang kerumah
[drgugat;

ihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat
Ifat akan tetapi tidak berhasil;

s keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
embenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court
pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini
diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7
Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah
menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2024, asli
surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Oktober 2024 dan asli surat persetujuan
Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal ... yang telah
dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah
diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah
memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan
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rsAl agai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum

kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan
ngf RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
! dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir

aka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1,
Penggugat saat ini bertempat tinggal di Tulungagung maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, terbukti
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam
perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal
standing/ kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/
kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang
sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya
didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil
gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk
dari hadist Rasulullah SAW :
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wibas Il olg,) ad 5> ¥ oJU)

slapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim

(V€9-Y- )l D ade oSllg aindlg

Artinya :“ Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,
maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh
pula menetapkan hukum atasnya ”;

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim maka gugatan
Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa
dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa sejak 2 (minggu) usia pernikahan antara Pengugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat
pisah sejak/selama September 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat
kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian dan
juga berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat
berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
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surat P.1 sampai dengan P. 2, dan 2 (dua) orang saksi;
bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
a Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok

/.' asiny% bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal

Penggugat, se:ﬁﬁ ja bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil
<

enerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal
02 Juli 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,
maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut
sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil,
sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HI dan keterangannya didasarkan atas
pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain
sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut
sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian
yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti-bukti yang telah
dipertimbangkan di atas serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan

Agama Tulungagung;
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afPenggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

enggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak.;
umah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun,
2 (minggu) usia pernikahan sudah sering bertengkar;
erselisihan terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri
harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana
penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta
ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi

pertengkaran dan perselisihan karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak September 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman
bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat sampai sekarang tanpa saling
menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri
sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali
Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya
kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan
gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidak senangan Penggugat terhadap
Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat
menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan
yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri
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ah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Juni 2020 jo.

§ bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
‘but di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Les] | giSouni] L?';Ji pSaiil o 050 315 O &Ll o
g8y pod] wbY s (w9 O] da> g 8350 pSin J=zg

Artinya:”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh

yang berbunyi :

dlaoll ez Gle p xio suwliall s >

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai denganTergugat
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Y&lam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini

|

)

erlu - mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam

termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133 sebagai

b =gl azgill al, eac sl ols

mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan

menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

hicl ol a>g 3l dinn iola)l sal blges e 158
Lol (a8 uias)l plgs azo Hlayy o claYl oS o3l
aisl aallo leallo lagin tdoYl pe (iolill j=eg Log]

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti
dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas
antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 812/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal
18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah
tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan
pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun
yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan
itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;
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enerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan
kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema diatas ternyata terbukti terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah terjadi pisah
tempat tinggal lebih dari 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh
karenanya talak dijatuhkan oleh pengadilan agama, berdasarkan ketentuan
Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat

dijatuhkan dengan talak ba'in shugra.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 1924/Pdt.G/2024/PA.TA

san Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 13



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
jung.go.id

Viengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp
330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19
Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diunggah melalui
Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il
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~GRofur, M.H. Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Aminah

erincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 100.000,00

Panggilan Rp 60.000,00

PNBP Rp 20.000,00

Biaya Sumpah Rp 100.000,00

Redaksi Rp 10.000,00 UNTUK SALINAN
Meterai Rp 10.000,00 PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
Jumlah Rp 330.000,00 PANITERA MUDA HUKUM,

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Jimmy Jannatino, S.H.I.
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